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BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

ooa.

NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

bahwa sampah yang merupakan sisa kegiatan sehari-hari
manusia dan atau proses alam dapat menjadi bahaya serius
bagi kesehatan manusia karena dapat menjadi vektor atau
sarana perkembangan penyakit dan dapat menggangu
estetika lingkungan sehingga perlu penanganan secara
bijaksana oleh pemerintah selaku regulator dengan
melibatkan dunia usaha dan seluruh elemen masyarakat

secara proporsional, efektif, dan efisien;

bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan sampah yang
begitu rumit, maka perlu dilakukan pengelolaan sampah
secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar
memberikan  manfaat secara ekonomi, sehat bagi
masyarakat, dan aman bagi lingkungan serta dapat

mengubah perilaku masyarakat;

bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18

Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah disebutkan bahwa
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penanganan  sampah  diatur  dengan  Peraturan Daerah
sesua dengan l(c\\(,'nzlng:mnyn;

bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian
hukum,  kejelasan  tanggungjawab  dan kewenangan
Pemerintah Daerah, serta peran serta masvarakat dan dunia
usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara
proporsional, efektif dan efisien:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c. perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;

Pasal 18 ayvat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang  Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

Undang-Undang  Nomor 30  Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat dj Provinsi Nusa
Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4340);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan
Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4851);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 20135 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5657);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3910);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4161);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

-
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Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Repubhk Indonesia Nomor 4737,

I Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah  Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

12 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
199);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010
tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;

14, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
dan
BUPATI SUMBAWA BARAT
MEMUTUSKAN :

Menetapkan @ PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah inj vang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penvelenggara Pemerintahan daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
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oo Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST
adalah tempat  dilaksanakannya  kegiatan pengumpulan, pemilahan,
penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir
sampah,

'S Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat
untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan
secara aman bagl manusia dan lingkungan,

19 Pengumpulan adalah kegiatan memindahkan sampah dari sumbernya oleh
pemilik atau pengguna persil dengan menggunakan wadah tertentu ke
tempat pengumpulan yang disediakan baik secara mandiri atau disediakan
pemerintah sebelum diangkut ke TPS.

20. Pengangkutan adalah kegiatan mengambil sampah oleh petugas
kebersihan dari tempat pengumpulan menuju TPS dengan menggunakan
kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut
sampah.

21. Pembuangan adalah kegiatan membawa sampah oleh petugas kebersihan
dari sumber atau tempat pengumpulan menuju TPS atau TPA dengan
menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain
untuk mengangkut sampah.

22. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena
dampak negative yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di
Tempat Pemrosesan Akhir sampah.

23. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan
dalam  rangka pengendalian  yang meliputi  pencegahan dan
penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar,

24. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan
hukum.

N
(€]

5. Badan Layanan Umum Daerah Persampahan, yang selanjutnya disingkat

BLUD Persampahan, adalah Unit Kerja pada SKPD dj lingkungan
pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa

mengutamakan mencar;i keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya

didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
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. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam

pengelolaan sampah;

». melakukan penelitian untuk pengembangan teknologi, pengurangan dan

penanganan sampah:

=

memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan,
penanganan dan pemanfaatan sampah;

d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana
dan sarana pengelolaan sampah,;

mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan

(g%

sampah;

[ memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada
masyarakat setempat untuk mengelola sampah; dan

& melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia

usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampabh.

Pasal 6
(1) Dalam  penyelenggaraan pengelolalan sampah, Pemerintah Daerah
mempunyai kewenangan:

a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan
kebijakan nasional dan provinsi;

b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Kabupaten sesuai dengan
norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;

¢. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah
yang dilaksanakan oleh pihalk lain;

d. menetapkan lokasi t.empat penampungén sementara, TPST, dan/atau
TPA sampah:

e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam)
bulan selama 20 (duapuluh) tahun terhadap TPA sampah dengan sistem
pembuangan terbuka vang telah ditutup; dan

. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan
sampah sesuai dengan kewenangannya.

(2) Penetapan lokasi TPST dan TPA sampah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf d merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
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BAB Il
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Baglan Kesatu
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga
Pasal 7
Pengelolaan sampah rumah tangea dan sampah sejenis sampah rumah tangga
terdhn atas:
A pengurangan sampahs dan/atau
B penanganan .‘i.”ll]).l]l‘
Paragraf |

Pengurangan Sampah
Pasal 8

(1) Pengurangan sampah  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a
mehputi kKegratan
a. pembatasan umbulan sampah;

b. pendauran ulang sampah, dan/ atau
¢ pemantaatan kembali sampah

(2) Pemerintah Daerah dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada
avat (1) dengan
4. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka

waktu tertentu;
b, memfasilitas) penerapan teknologl vang ramah lingkungan;
¢ memtasihitas) penerapan label vang ramah ingkungan.
d. memifasihtas kegratan vang mengguna ulang dan mendaur; dan
¢. memfasilitas) pemasaran produk-produk daur ulang.

(3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada
avat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sedikit
mungkin, dapat diguna ulang, dapat daur ulang, dan/atau mudah diurai
oleh proses alam.

(4) Masvarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana
dimaksud pada avat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang,

didaur ulang, dan atau mudah diurai oleh proses alam.
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(5) Prosedur dan tata cara pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada

avat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Penanganan Sampah
Pasal 9
Pemerintah Daerah dalam menangani sampah dilakukan dengan cara;
a. pemilahan;
L. pengumpulan;
¢. pengangkutan;
d. pengolahan; dan

¢. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 10

(1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan melalui
memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah.

(2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap
rumah tangga, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan
industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas

lainnya.

Pasal 11
Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan sejak
pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/TPST sampai
ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis

sampah.

Pasal 12

(1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan

dengan cara:

4. sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab lembaga
pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW;
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b. sampah dari TPS/TPST ke TPA, menjadi tanggung jawab Pemerintah
Daerah atau lembaga pengelola sampah swasta;
¢. sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri,
dan kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPS/TPST
dan/atau TPA, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan; dan
d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari
sumber sampah dan/atau dari TPS/TPST sampai ke TPA, menjadi
tanggung jawab pemerintah Daerah atau lembaga pengelola sampah
swasta.
(2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
(3) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan,

Kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

Pasal 13
(1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilakukan

dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang
dilaksanakan di TPS/TPST dan di TPA.
(2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan

kemajuan teknologi vang ramah lingkungan.

Pasal 14
Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e
cdilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke

media lingkungan secara aman.

Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah menyediakan TPS/TPST dan TPA sesuai dengan
kebutuhan.

(2) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan
ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai

dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
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Pasal 16

(1) Pemermtah Dacralhh memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan
TPS/TPST di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri,
dan kawasan khusus.

(2) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi
persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah
lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan

rencana tata ruang kawasan.

Pasal 17
TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dapat diubah menjadi

TPST dengan pertimbangan efektif dan efisien.

Bagian Kedua
Pengelolaan Sampah Spesifik
Pasal 18
Pengelolaan sampah spesifik terdiri atas:
a. sampah yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
b sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
¢. sampah medis;
d. sampah yang timbul akibat bencana;
€. puing bongkaran bangunan;
I sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/ atau

g. sampah yang timbul secara tidak periodik.

Pasal 19

—
j—

Setiap orang dapat mengembangkan dan menerapkan secara swadaya
teknologi spesifik lokal untuk pengelolaan sampah spesifik.
(2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi setiap orang yang mengembangkan

dan menerapkan teknologi spesifik lokal untuk pengelolaan sampah spesifik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
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(3) Pemerintah - Daerah dapat mengembangkan  secara swadaya teknologi
pengelolaan sampah spesifik yang ramah lingkungan.

{1 Penvusunan perencanaan pengelolaan sampah spesifik dan
penvelengaaraan  pengelolaan  sampah  spesifik  sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 dikoordinasikan oleh SKPD yang mempunyai tugas dan
fungsi pengelolaan sampah.

(0] Penyusunan perencanaan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada

avat (4) diatwr lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
LEMBAGA PENGELOLA
Pasal 20

(1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan
sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh SKPD
yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengelolaan sampah.

(2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk setingkat unit
kerja vang mempunyai tugas dalam pengelolaan sampah.

(3) SKPD pada unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan
untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah (PPKBLUD).

(+) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Bupati.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak
Pasal 21
(1) Setiap orang berhal :

a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan
berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain
yang diberi tanggung jawab untuk itu;

b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan

dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
I3
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¢. memperoleh nformasi vang benar, akurat dan tepat waktu mengenai
penvelenggaraan pengelolaan sampah;
(. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari
kegiatan TPA sampah; dan
¢ memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah
sccara baik dan berwawasan lingkungan.
(21 Ketentuan tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 22

(1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis
sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan
cara yang berwawasan lingkungan.

(2) Setiap  pemilik/penghuni/penanggung jawab bangunan wajib memelihara
kebersihan lingkungan sampai batas:bahu jalan di sekitar pekarangan
masingmasing,

(3) Untuk mempermudah pengendalian sampah setiap pemilik/ penghuni/
penanggung jawab bangunan wajib menyediakan tempat-tempat sampah
dalam pekarangan masing-masing sebagai tempat penampungan sampah
harian yang di hasilkan.

(4) Setiap gerobak dan kendaraan tidak bermotor yang ditarik dengan hewan
harus melengkapi hewan penariknya dengan karung penampungan kotoran
tinja dan membuangnya pada tempat yang telah ditentukan.

(5) Di tempat-tempat keramaian umum dan tempat-tempat tertentu lainnya
disediakan tempat sampah guna menampung sampah-sampah kecil dari
orang-orang yang berlalu lalang di tempat itu.

(0] Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) difasilitasi oleh
Pemerintah Daerah.

(7) Bentuk, ukuran serta letak penempatan tempat sampah sebagaimana

dimaksud ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
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Pasal 23
Seuap pedagang penjaja dan pedagang kaki lima diwajibkan menyediakan

tempat penampungan sampah yang berasal dari kegiatan usahanya.

Pasal 24

(1) Setiap orang vang menyelenggarakan keramaian umum, atau melakukan
suatu kegiatan yang mengakibatkan timbulnya keramaian, penanggung
Jawab penyelenggara harus menempatkan beberapa petugas kebersihan
dengan  tugas mengumpulkan sampah yang berasal dari pengunjung
Keramaian tersebut,

(2) Pembersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga di laksanalkan
oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan
sampah atas permintaan penanggung jawab penyelenggara dengan

membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 25
Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri,
kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib

menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

BAB VI
PERIZINAN
Bagian Kesatu
Persyaratan Izin Pengelolaan Sampah
Pasal 26
(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah skala
industry wajib memiliki izin dari Bupati.
(2) Jenis usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari :
a. pengangkutan sampah; dan
b. pengolahan sampah.
(3) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut :
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Aoamelampirkan oo copy Akte Pendirian Perusahaan dan Kartu Tanda

penduduk (KT aan Rartu Identitas pemohon yang sah;

melanprkan Hocopy dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)

dan dokwmen Upava Pemantanan Lingkungan (UPL) bagi kegiatan yang

tdak wajtb ANMDAL:

comelnpirkan fotocopy surat pernyvataan kesanggupan pengelolaan dan

peiantauan ingkungan dup (SPPL) bagi kegiatan yang tidak wajib UKL
dan UPL:

Lo melampirkan zin mendirikan bangunan: dan

oo melampirkan fotocopy izin gangguan.

CH DU samping memenuhi persayaratan administratif sebagaimana dimaksucd
pada avat A1 permohonan vang digjukan harus memenuhi persyaratan
ehuts vang ditunjukkan dengan melampirkan pernyataan sebagail berikut :

@ jents usaha dan volume sampah yvang dikelola;

borenis sampah dan sumber sampah vang dikelola;

¢ denah letak pengelolaan sampah dan saluran pembuangan limbah;
d. skema pengelolaan sampah dan cara kerjanya;

e. hasil pemantauan kualitas pengelolaan sampah:

t. prosedur U penanggulangan keadaan darurat ; dan
8. kelavakan alat angkut s sampah.
Baglan Kedua
Tata Cara pengajuan lzin Pengelolaan Sampah
Pasal 27
(n's

Petllap orang  untuk  memperoleh  izin pengelolaan  sampah dengan
mengajukan surat per

W permohonan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(2] izin dibertkan pal ng

M

mbat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejalk
dipenuh unva persvaratan

Toclad.

(3} Izin berlaku untuk jan 1gka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui

selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis.

10
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Bagian Ketiga
Keputusan Pemberian Izin
Pasal 28
(1) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan
kepada masvarakat,
() Pengumuman sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui

penerbitan izin dan stiker pengelolaan sampah.

BAB VII
INSENTIF DAN DISINSENTIF
Jasal 29
(1) Pemermtah Dacrah dapar memberikan insentif kepada lembaga dan badan
usaha yang melakukan:
AL inovasit terbak dalam pengelolaan sampah;
b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
¢ pengurangan timbulan sampah; dan/atau
d. tertib penanganan sampah.
(2] Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang
melakukan:

a.movast terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau

b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Pasal 30

Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan
perscorangan vang melakukan;

A pelanggaran terhadap larangan; dan/atau

b pelanggaran tertib penanganan sampah.

Jasal 31

(1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 dapat berupa:

«. pemberian penghargaan; dan/atau

b. pemberan subsidi.
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(2) Insentil kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat

(1) dapat berupa:
a. pemberian penghargaan;

b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah:

n
e
re
ot

¢. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun w
tertentu;
d. penyertaan modal daerah; dan/atau

e. pemberian subsidi.

Pasal 32
(1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 dapat berupa:
a. penghentian subsidi; dan/atau
. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
(2) Disinsentil kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
dapat berupa:
a. penghentian subsidi;
b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau

c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 33

Bupati melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga, dan badan

—_—

usaha terhadap:
a. inovasi pengelolaan sampah;
b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
¢. pengurangan timbulan sampah;
d. tertib penanganan sampah;
¢. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
. pelanggaran tertib penanganan sampah.
(2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk
Tim Penilai dengan Keputusan Bupati.

(3) Tata cara penilaian pemberian insentif dan disinsentif diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Bupati.
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Pasal 34
(1) Pemberian msentif dan disinsentif sehagaimana dimaksud dalam Pasal 29
din Pasad 30 disesuaikan dengan kemampuan keuangan dacrah,
L ietentuan lebih lanjut

pemberian insentif dan  disinsentif schagaimana

dimaksud pada avat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati,

BARB VIHI
KISRJASAMA DAN KEMITRAAN
Bagian Kesatu
Kerjasama
Yasal 35
(1) Pemerintah Dacrah dapat imelakukan kerjasama antar Pemerintah Dacrah
denpgan Pemerintah Kabupaten lain dalam melakukan pengelolaan sampah.
(2) Kermjasama schagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam
bentuk  kerjasama  dan/atau pembuatan  usaha bersama pengelolaan
saunpah.
(3) Pedoman kerjasama dan bentuk usaha bersama antar daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kedua
Kemitraan
Pasal 36
(Ty Pemerintah - Dacrah  secara  sendiri-sendiri  atay bersama-sama dapat
bermntra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan
pengelolaan sampah.

(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk

perjanjian antara Pemerintah Daerah dan badan usaha yang bersangkutan.
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BAB X
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI
Bagian Kesatu
Pembiayaan
Pasal 37
(1) Pemerintah Daerah membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber pembiayaan lain yang sah.

Bagian Kedua
Kompensasi
Pasal 38
(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai
akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di tempat
pemrosesan akhir sampah.
(2) Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh:
Q. pencemaran air;

b. pencemaran udara;

¢. pencemaran tanah;

d. longsor;

e. kebakaran;

f. ledakan gas metan; dan/atau

g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.

(3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. relokasi;
b. pemulihan lingkungan;
¢. biaya kesehatan dan pengobatan;
d. ganti rugi; dan/atau

e. bentuk lain.

Pasal 39

Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat
(2) sebagai berikut:

a. pengajuan surat pengaduan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk:
20
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b. bupati atau pejabat vang ditunjuk melakukan investigasi atas kebenaran
aduan dan dampak negatif pengelolaan sampah; dan

¢ bupati atau pejabat yang ditunjuk menetapkan bentuk kompensasi yang

dibenkan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.

BAB XI
BENTUK DAN TATA CARA PERAN SERTA MASYARAKAT
DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu
Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat
Pasal 40
Bentuk peran masvarakat dalam pengelolaan sampah meliputi:
a. menjaga kebersihan lingkungan;
b akuf  dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan,
pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan
c. pemberian saran. usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam

upava peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.

Pasal 41
(11 Peningkatan peran masyvarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40
hurul a dilaksanakan dengan cara:
a. sosialisast:
L. mobilisast:
¢. keglatan gotong royong: dan/atau
d. pemberian insentif.
(2] Peningkatan peran masvarakat sebagaimana dimaksud ‘dalam Pasal 40
huruf b dilaksanakan dengan cara:
a. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan;
dan/atau
b. pemberian insentif.
(3] Peningkatan peran masyvarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40
hurut ¢ dilaksanakan dengan cara:

a. penvediaan media komunikast:
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b okt dan secariccopat memberi tinppapan; dan/atau

¢oomelakakan prmg pendapat aspirasi masyarakat,

Pasal 472

(1 Nasvirakat daliom sistem penpgelolaan sampah dapat berfungsi  sebagai
pengelolay penpolahy, pemantfaat, penyedia dana dan pengawas.

(20 Masvirakal wgib - melakukan penpurangan  timbulan sampah  dari
sumbernya viotu melalui pendekatan pengurangan (Reduce), penggunaan
uling, (Reuse), pendauran ulang  (Recyele) serta melakukan pemisahan
sampia,

(3) Masvarakat  bertindak  sebapai pengawas  untuk menjaga  agar sistem
pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik.

(1) Masvarakal  dapat  mengurangi  pencemaran - lingkungan dengan
memanfaatkan smmpah untuk kegiatan ekonomi, baik dilakukan secara
perorangan atau kelompok, maupun hekerja sama dengan pelaku usaha.

(5) Masvirakat  sebapai pengolah sampah  berperan  sebagal sumber daya
manusia untuk mengoperasikan maupun memelihara sarana dan prasarana
penpolahan sampal,

(0) Masvarakat berperan dalam membayar biaya pengelolaan sampah.

(/) Masvarakat wajih menjaga/memelihara sarana penunjang.

Bagian Kedua
Penyelesaiaan Sengleta
Pasal 43

(1) Sengketa yang timbul dalam pengelolaan sampah terdiri atas :

i sengketa antar wilayah;

b, senpketa antara Pemerintah Daerah dan pengelola sampah;dan

¢, senglketa antara pengelola sampah dan masyarakat,
(2) Untuk mengantisipasi (erjadinya sengketa, maka pengelolaan sampah mulai

dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi harus
melibatkan semua pihak.

13%]
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(3) Apabila terjadi sengketa antar wilayah, antara pemerintah daerah dengan

pengelola sampah atau antara pengelola sampah dengan masvarakat dapat

ditempuh penyelesaian dengan cara:

a.
.

C.

d.

musyawarah/ mufakat antar pihak yang bersengketa:

mediasi oleh pihak ketiga dan atau melibatkan pemerintah atasan: “
menempuh jalur hukum apabila huruf a dan huruf b tidak  dapat
menyelesaikan sengketa vang terjadi sesuai dengan mengambil tempat di
Pengadilan Negeri: dan

selama terjadi konflik, pengelolaan sampah tetap berjalan.

BAB XII
LARANGAN
Pasal 44

Seuap orang dilarang :

L.

Ay

j—

d.

mencampur sampah dengan limbah bahan berbahaya dan beracun;

. / 7 m1iaals
». mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan

lingkungan:

melakukan penanganan sampah dengan sistem pembuangan terbuka di
tempat pemrosesan akhir; dan/atau

membuang sampah atau vang dianggap sampah ke dalam sungai, bantaran
sungai, got, saluran-saluran air, gang-gang, taman, lapangan, badan jalan
serta tempat-tempat umum lainnya;

membakar sampah di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum di sekitar
pekarangan, sehingga mengganggu ketertiban umum:

menutup selokan di sekitar perkarangan vang dapat menghambat
pembersihan sampah kecuali dengan izin Bupati;

membuang sampah di luar lokasi pembuangan yang telah ditetapkan

kecuali dengan izin tertulis dari Bupati; dan

- membuang barang-barang atau kotoran yang dikategorikan sebagai sampah

spesifik seperti benda tajam, pecahan kaca, batang-batang pohon, benda-
benda berbau seperti bangkai hewan, rambatan pagar halaman serta
bongkahan bangunan harus dimusnahkan sendirl atau dapat meminta

bantuan Dinas/Instansi terkait sengan pelayanan khusus.

o
(98]
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BAB XIlI
PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 45
(1) Pelaksanaan  pemberian  perizinan di bidang pengelolaan  sampah
dilaksanakan oleh SKPD vang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang
pelayanan perizinan.
(2) Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pengelolaan
sampah dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi

di bidang pengelolaan sampah.
(3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

didasarkan pada pendekatan pengawasan rutin, uji petik dan uji

laboratorium.
(4) SKPD  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

melaksanakan tugasnva dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

dan ayat (2) dalam

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 46
(1) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada kegiatan usaha
pengelola sampah vang melanggar ketentuan persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. paksaan pemerintahan;
b. uang paksa; dan/atau

¢. pencabutan izin.

BAB XV
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN
Pasal 47
(1) Bupati dapat mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan.
(2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan pada retribusi
jasa umum.

(3] Komponen biaya perhitungan retribusi pelayanan persampahan meliputi :

24
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a. biava pengumputan dan pewadahan dari sumber sampah ke TPS/TPST;

X 2
3 Fyy iy T OTVEONYRAY I INAVRIN Y Ny ey
D DMAva pengangRutan dan

TPS/TPST ke TPA;
Inava peny edwan lokast pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan

£ s y oy
Vyy TN O AN
GO DAVA engeiaian

Y oy ' “y - e - ~ v ¢ ayY 2 P
hetentuan lebih lanjut mengenai retribusi pelavanan persampahan diatu

dengan Peraturan Daerah
BAB XV1
PENYIDIKAN
Pasal 48
Selain Penvidik Polisi Republik Indonesia, Penyidikan tindak pidana dalam
Peraturan Daerahy ini dilakukan oleh Penyidik Pegawal Neger Sipil di
Lingkungan Pemerintah Daerah.

S ey N - T, Yre1rd .
) Penidik  Pegawar Negeri Sipil sebagaimana dimassud pada avat (1)

benvenang :

=

OIS DR S e K

menernima laporan atal pengaduan darl seseorang entang a idanva tinda
s

A Y

aladli i,

L. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan

melakukan pemeriksaar

an memeriksa tanda pengenal

)
[o))

menyuruh berhenil seseorang tersangka
din tersang

. melakukan penvitaan benda atau surat
gambil sidik jan dan memotret seseorang:

f mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau

ya

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara;

. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari
Penvidik Kepolisian Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup
bukti atau peristiva tersebut bukan merupakan tindak pidana dan
selanjutnya melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan

hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganyva; dan

()
n
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i. mengadakan  tindakan  lain menurut  hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan.

(3 Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya

penvidikan  dan  menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut

Umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 49
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1), ayat (2), ayat (3),
Pasal 26 avat (1) dan Pasal 44 Peraturan Daerah ini diancam pidana
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak
RpS50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 50
Pengelolaan kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri,
kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang
belum memiliki fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkannya
Peraturan Daerah ini wajib membangun atau menyediakan fasilitas pemilahan

sampah paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 51
(1) Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut berlakunya Peraturan Daerah
ini diatur lebih lanjut oleh Bupati paling lambat 6 (enam) bulan sejak
herlakunya Peraturan Daerah ini.
(2) Sistem dan  prosedur pelayanan serta bentuk-bentuk formulir yang
diperlukan untuk pelayanan perizinan berdasarkan Peraturan Daerah ni

ditetapkan oleh SKPD vang melaksanakan tugas di bidang pelayanan
perizinan.
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BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 52

Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Apar setiap orang mengetahwinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Dacrah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Sumbawa Barat.
Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 9 Juli 2015
o
@;- BUPATI BAWA BARAT, &/

Diundangkan di Taliwang

pada tanggal 9 Juli 2015

SEKRETARIS DAERA
KABUPATEMSTHE QWA
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

UNUN

g lasik
Permasalahan  sampah  umumnya merupakan masalah k

disemua dacrah terutama di kota-kota di Indonesia yang memili
Dampak dari pertumbuhan penduduk
gai produksi alami dari

ki tingkat

pertumbuhan penduduk yang tinggi.
akan diiringi oleh meningkatnya volume sampah seba
kehidupan manusia. Sclain itu, kurang baiknya manajemen pengelolaan
sampah  mular dari perencanaan pengelolaan, operasional pengelolaan

sampa keterbatasan lembaga penanggungjawab menimbulkan

permasalahan di masvarakat mulai dari masalah sosial, lingkungan, sampal
dengan kesehatan,

Sebagai salah satu daerah yang mengalami peningkatan penduduk
secara cepal, Kabupaten Sumbawa Barat juga menghadapi persoalan
dengan meningkainva volume sampah. Jumlah penduduk dan berbagai
jenis kegiatan usaha di Kabupaten Sumbawa Barat yang terus meningkat,
akan berdampak pada peningkatan timbulan sampah. Pengelolaan sampah
di Kabupaten Sumbawa Barat juga mengalami permasalahan terkait dengan
sarana  dan  prasarana  vang masih minim, pembiayaan yang belum
memadal,  kemampuan operasional ‘pelayanan yang masih rendah,
kemampuan dan kualitas SDM yang masih rendah, minimnya peran serta
masyarakat, dan belum tersedianya tempat Pemrosesan Akhir Sampah yang

memadai.

Dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
ndonesia. Tahun 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak hidup

sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan
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hidup vang baik dan schat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Netentuan tersebut merupakan amanat bagi pemerintah, badan usaha

maupun masvarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam

pengelolaan sampah untuk berusaha mewujudkan lingkungan hidup yang

baik dan sehat.

Upaya untuk melaksanakan pengelolaan sampah pada tataran

kebijakan sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun

2008. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa penyelenggaraarn

n kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab
peran masyarakat dan dunia

efektif dan efesien.

pengelolaan sampah diperluka
dan kewenangan pemerintahan daerah serta
usaha, sehingga dapat berjalan secara proporsional,

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 juga memberikan wewenang ke
pun kota untuk menyelenggarakan pengelolaan

pada

daerah, baik kabupaten mau
(1) menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan

sampah dengan
(2) menyelenggarakan

sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma,
prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah; (3) melakukan

standar,

pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan
olehh pihak lain; (4) menetapkan lokasi tempat penampungan sementara,
tempat pengolahan sampah terpadu, dan / atau tempat pemrosesan alhir
sampah; (5) melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6
(enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan
akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
(6) menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan

sampah sesuai dengan kewenangannya.

Untuk menjamin agar sampah di Kabupaten Sumbawa Barat dapat
dikelola dengan baik, diperlukan adanya payung hukum yang secara

khusus mengatur tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Sumbawa

Barat.
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up jelas

Cukup jelas

a
WD)

Yang dimaksud dengan asas  “tanggung jawab" adalah bahwa

Pemermitah Dacrah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah
at terhadap lingkungan hidup yang

1 i i oy nly Yoan] 9 nue 1
baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat (1)

dalam mewyjudkan hak masyarak

. "' A ( |
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

dengan  asas "berkelanjutan”  adalah bahwa

Yang  dimaksud

pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan

teknik vang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak
negatil terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, bailkk pada

generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Yang dimaksud dengan asas "manfaat’ adalah bahwa pengelolaan
sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah
sebagai sumber dava yvang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa dalam
pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah memberikan kesempatan
vang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan

secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Yang dimaksud dengan asas ‘"kesadaran" adalah bahwa dalam
pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mendorong setiap orang agar
memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan

menangani sampah vang dihasilkannya.
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Yang dimaksud dengan asas ‘'kebersamaan” adalah bahwa
pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh

pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan asas "keselamatan" adalah bahwa pengelolaan

sampah harus menjamin keselamatan manusia.

" L ) laan
Yang dimaksud dengan asas "keamanan adalah bahwa pengelo
.. . . B ,- . ai
sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari ber bag

dampak negatif.

TRt ah

Yang dimaksud dengan asas "nilai ekonomil adalah bahwa samp
i nilai i apat

merupakan:sumber daya yang mempunyal nilai ekonomi yang dap

dimanfaatkan sehingga memberikan nilal tambah.

Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
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Cukup jelas
asal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 17
Culiup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup relas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21

Cukup jelas

Cukup jelas
Pasal 24

Cukup jelas
Pasal 25

Cukup jelas
Pasal 26

Cukup jelas
Pasal 27

Culkup jelas
Pasal 28

Cukupelas
Pasal 29

Culkup jelas

(Y]
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Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas
Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Avat (1)
Cukup jeles
Avat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Hurufc
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Hurufe
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
33
S
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Yang dimaksud dengan hal lain yang menimbulkan

dampak negatif antara lain sumber penyebaran penyalkit.

Avat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “relokasi penduduk” adalah

memindahkan penduduk yang terkena dampak negatif
ke tempat yang lebih aman.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “pemulihan Jingkungan” adalah

kegiatan mengembalikan kondisi lingkungan hidup
sehingga lingkungan hidup tersebut dapat berfungsi
kembali sesuai peruntukannya.
Hurufc
biaya kesehatan dan

Yang dimaksud dengan !
pengobatan berupa biaya perawatan dan pengobatan di

rumah sakit atau puskesmas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan penyediaan fasilitas sanitasi

kesehatan antara lain penyediaan prasarana

dan
sarana air bersih, dan

mandi, cuci, dan kakus,
prasarana pengolahan air limbah.

Hurufe
Yang dimaksud dengan kompensasi dalam bentuk lain

antara lain biaya pendidikan, beasiswa, bantuan
rehabilitasi rumah tinggal, dan bantuan rehabilitasi

jalan.
Pasal 39

Cukup jelas
Pasal 40

Cukup jelas
Pasal 41

Culkup jelas
Pasal 42

Cukup jelas
Pasal 43

Cukup jelas
Pasal 44

Cukup jelas
Pasal 45

Cukup jelas
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Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

‘asal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

4
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